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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu dijadikan sebagai salah satu referensi

dalam penelitian. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan atau referensi

dalam penelitian ini sebagai pembeda, pendukung serta tambahan untuk

menganalisa kajian perbedaan maupun persamaan penelitian ini dengan

penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No | Judul Rumusan Metode Hasil Penelitian
Penelitian Masalah Penelitian

1. | Analisis Bagaimana Teknik Analisis | Hasil penelitian
Kualitas Kualitas Kualitatif menunjukkan
Pelayanan Pelayanan Deskriptif, bahwa kualitas
Kesehatan Pada | Kesehatan Pada | dengan metode | pelayanan yang
Unit Gawat | Unit Gawat | wawancara dan | diberikan oleh
Darurat Rumah | Darurat Rumah | observasi pihak UGD
Umum Daerah | Umum  Daerah RSUD Haji
Haji Makassar | Haji Makassar ? Makassar sesuai
(Syafaruddin dengan standart
dan  Syukur, pelayanan
2014) publik

khususnya
kesehatan.

2. | Evaluasi _ !Bagaimana _ Penelitian_ ini Hasil penelitian
Implementasi implementasi mengambil .
Kebijakan kebijakan SPM | sampel sebanyak i )
Standar dapat 100 orang | Menunjukkan
Pelayanan memperbaiki responden dengan | bahwa
Bidang kualitas menggunakan pelayanan yang
Kesehatan  di | pelayanan metode purposive | diberikan oleh
Kabupate_n kesehatan ? sampling, dimana cukup baik,
Gunungkidul sampel yang .
(M. Khozin terpilih  adalah | 2"Y2




2010)

sampel
dipilih
sengaja.
yang digunakan
ini adalah
menggunakan
Cross Tabulation
dan Nilai Rata-
rata (Mean) untuk
menghitung hasil
kuesioner. Dalam
menyusun
kuesioner
digunakan
likert
berguna
mengetahui
pelayanan
pengaduan

yang
dengan
Metode

skala

yang
untuk

pelanggan
sudah  merasa
cukup puas atas
pelayanan yang
diberikan.

Pengaruh
Pelayanan
Terhadap
Kepuasan
Pasien  Rawat
Inap Pada
RumahSakit
Umum Pirngadi
Medan

Hj. Wan
Suryani (2013)

Seberapa Besar
Pengaruh
Pelayanan
Terhadap
Kepuasan Pasien
Rawat Inap Pada
Rumah Sakit
Umum Pirngadi

Medan?

Penelitian ini
menganalisis
mutu  pelayanan
rumah sakit yang
berpengaruh
terhadap standar
kepuasan
pelanggan

Metode penelitian
ini menggunakan
pendekatan
deskriptif analisis
regresi Uji
hipotesis, dan
menggunakan
accidental
sampling.

Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa variabel
bukti langsung,
keandalan daya
tanggap
jaminan,dan
empati  secara
simultan
berpengaruh
terhadap
kepuasan
pengguna
Adanya
hubungan positif
dan signifikansi
antara
peningkatan
pelayanan
dengan kepuasan
pasien

jasa.
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Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1.  Syafaruddin dan Syukur (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Syafaruddin dan Syukur (2014) berjudul “Analisis
Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Unit Gawat Darurat Rumah Umum Daerah
Haji Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan
kesehatan di UGD RSUD Haji Makassar. Penelitian menggunakan metode
deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak
100 responden yang merupakan pasien UGD RSUD Haji Makassar pada periode
Maret hingga April 2014 dengan menggunakan teknik pengambilan sampling
accidental. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan metode
pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, yang
kemudian dianalisis menggunakan tabulasi silang, tabel frekuensi dan skoring.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh
pihak UGD RSUD Haji Makassar dengan melihat aspek tangible, reliability,
responsiveness, assurance dan emphathy berada pada kategori berkualitas.

2. M Khozin (2010)

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 100 orang responden dengan
menggunakan metode purposive sampling, dimana sampel yang terpilih adalah
sampel yang dipilih dengan sengaja. Metode yang digunakan ini adalah
menggunakan Cross Tabulation dan Nilai Rata-rata (Mean) untuk menghitung
hasil kuesioner. Dalam menyusun kuesioner digunakan skala likert yang berguna
untuk mengetahui pelayanan pengaduan Rincian skor prosentase yang

diperoleh dalam indikator profesionalisme dan kemampuan mendapatkan



11

skor prosentase sebesar 69,62%, untuk indikator sikap dan kebiasaan
mendapatkan skor prosentase sebesar 69,12, selanjutnya indikator keandalan
dan kepercayan mendapatkan skor prosentase sebesar 67,16%, dan
kemudian indikator reputasi dan kredibelitas mendapatkan skor prosentase
67,38.

3. Hj. Wan Suryani (2013)

Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap Pada
RumahSakit Umum Pirngadi Medan. Dalam penelitian ini Mutu pelayanan rumah
sakit mempunyai dua komponen, yaitu pemenuhan terhadap standar mutu yang
telah ditetapkan dan pemenuhan akan kepuasan pelanggan. Rumah sakit harus
memberikan pelayanan yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Perbaikan
kualitas jasa pelayanan kesehatan dapat dimulai dengan mengevaluasi setiap
unsur-unsur yang berperan dalam membentuk kepuasan pasien. Sistem kepedulian
kesehatan dapat diperbaiki melalui jalur klinis, layanan, termasuk perspektif
pasien seperti seberapa baik jasa pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.
Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti maka dalam
menentukan sampel menggunakan teknik sampling aksidental (accidental
sampling). Metode ini merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan
yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan
sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai
sumber data. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka penelitian
yang dilakukan hanya meneliti sebagian dari jumlah populasi atau disebut sampel.

Sampel dengan jumlah 100 pasien rawat inap RSU. Pirngadi Medan
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2.2 Landasan Teoritis
Dalam rangka untuk menganalisis permasalahan yang dikemukakan

pada bab sebelumnya maka diperlukan teori-teori sebagai berikut.

2.2.1 Pelayanan Publik

Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang
menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Sebelum menjelaskan lebih
lanjut mengenai pelayanan publik, maka peneliti akan menguraikan terlebih
dahulu pengertian pelayanan publik.

Pengertian pelayanan publik telah didefinisikan oleh banyak pakar. Salah
satunya yang dikemukan oleh Gortner et al (1987: 136) mendefisinikan pelayanan
publik adalah: Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk
memenuhi kebutuhan warga pengguna.

Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang
membutuhkan pelatanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP),
akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin usaha, lzin
Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin mengambil air tanah,
berlangganan air minum, listrik dan sebagainya. Berdasarkan Undang Undang No.
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu: Pelayanan publik adalah segala
bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan
fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai
upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.
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Menurut Irawan (2013) dalam penyelenggaraan pelayanan publik terdapat
tiga aspek yang menonjol, yaitu:

1. Setiap pejabat pada masing-masing tingkat manajerial harus memiliki
tanggung jawab yang besar;

2. Setiap aparat harus mempunyai sikap responsif terhadap segala
permasalahan yang terjadi di masyarakat khususnya kelompok masyarakat
yang membutuhkan pelayanan prioritas;

3. Setiap aparatur harus mempunyai komitmen yang besar pada nilai dan
standar moralitas yang tinggi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan
meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Hersey et al,
2001).

Kewajiban pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan
publik untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis dan
memberikan pelayanan public yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan
publik (pemerintah daerah) merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara
berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan publik yang menuntut
untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengertian lain mengenai pelayanan publik dikemukakan oleh Irawan

(2013) yang menyatakan bahwa pelayanan publik sebagai pemberian layanan
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(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mepunyai kepentingan pada
organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
ditetapkan. Menurut Kementeriaan Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 disebutkan publik adalah segala kegiatan upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah
pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang
jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial.
Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang
dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak
swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang
biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial
melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan
kegiatan pelayanan yang bersifat non- komersial kegiatannya lebih tertuju pada
pemberian layanan kepada masyarakat.

Hit et al (2001: 7) menyatakan: “Pelayanan umum adalah suatu usaha yang
dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan
kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.” Menurut
Goleman et al (2002: 5) pelayanan publik diartikan “pemberian layanan
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada
organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah

ditetapkan.”
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Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala
bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang
pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi
Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara
atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.1 Bentuk Pelayanan Publik
Kumayza (2013) mengemukakan bahwa bentuk pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pelayanan yaitu:

a. Pelayanan administrasi
Pelayanan yang hasilnya berupa berbagai bentuk dokumen resmi yang
diperlukan publik, seperti status kewarganegaraan dan kepemilikan atau
penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen
tersebut diantaranya adalah Kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, akta
pernikahan, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), 1zin Mendirikan
Bangunan (IMB), Sertifikasi kepemilikan/penguasaan tanah, paspor, dan
sebagainya.

b. Pelayanan barang
Pelayanan yang hasilnya berupa berbagai bentuk atau jenis barang yang
dipakai oleh publik, seperti penyediaan tenaga listrik, air bersih, jaringan

telepon, dan sebagainya.
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c. Pelayanan jasa
Pelayanan yang hasilnya berupa berbagai jasa yang diperlukan oleh publik,
seperti penyelenggaraan transportasi, pemeliharaan kesehatan,
penyelenggaraan pendidik, juga penyelenggaraan fasilitas-fasilitas umum

lainnya.

2.2.1.2 Asas Pelayanan

Asas Pelayanan Publik Pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti
perkembangan masyarakat, karena masyarakat itu bersifat dinamis. Dalam hal ini
pemerintah harus melakukan negosiasi dan mengkolaborasi berbagai kepentingan
masyarakat. Sehingga pelayanan publik memiliki kualitas yang sesuai dengan
yang diharapkan masyarakat. Pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu
rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat,
lengkap, wajar, dan terjangkau. Untuk dapat memberikan pelayanan yang
memuaskan pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-
asas pelayanan. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik
yang profesional, kemudian Novita Sari (2010: 6) mengemukakan asas-asas
dalam pelayanan publik tercermin dari :
Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik juga diatur dalam Pasal 4 Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dikutip oleh
Rahayu (2015: 1) yakni yang terdiri dari 12 asas: a. Asas kepentingan umum, b.
Asas kepastian hukum, c. Asas kesamaan hak, d. Keseimbangan hak dan

kewajiban, e. Asas keprofesionalan, f. Asas partisipasif, g. Asas persamaan
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perlakuan/tidak deskriminatif, h. Asas keterbukaan, i. Asas akuntabilitas, j. Asas
fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, k. Asas ketepatan waktu, I.

Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2.2.1.3 Pengukuran Indikator Pelayanan Publik

Menurut Sari (2013:4), Service quality atau kualitas pelayanan dapat
diukur dengan menggunakan perbandingan persepsi para masyarakat atas layanan
yang benar-benar diterimanya. Service quality merupakan instrumen yang digunakan
oleh masyarakat untuk menilai baik atau tidaknya sebuah pelayanan yang diberikan
oleh sebuah institusi. Salah satu konsep kualitas pelayanan yang populer adalah

ServQual. Berdasarkan konsep tersebut, terdapat lima dimensi dalam ServQual

menurut Irawan (2009:129) yaitu:

1. Bukti fisik (tangibles) adalah kecakapan sebuah institusi publik dalam hal
infrastruktur dan perlengkapan penunjang, termasuk di dalamnya karyawan
yang terampil. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi ini menggambarkan
adanya wujud secara fisik dan layanan yang akan diterima oleh masyarakat.
Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik harus dapat diandalkan,
sebab lingkungan sekitar adalah bukti dari pelayanan yang diberikan.

2. Kehandalan (reliability) adalah keterampilan dalam hal keakuratan waktu,
pelayanan yang setara untuk semua masyarakat dari berbagai kalangan tanpa
adanya cela, serta sikap simpatik. Berdasarkan dimensi ini, akan dapat

menunjukkan kemampuan institusi publik dalam memberikan pelayanan sesuai
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dengan yang dijanjikan dan seberapa jauh institusi publik mampu memberikan
pelayanan yang akurat bagi masyarakat.

. Daya tanggap (responsiveness) adalah kemampuan membantu serta
memberikan layanan cepat dan tepat kepada masyarakat dengan informasi
yang jelas. Artinya, dalam dimensi ini lebih menekankan pada perhatian dan
ketepatan ketika berurusan dengan permintaan, pertanyaan, dan keluhan
masyarakat.

. Jaminan (assurance) adalah kemampuan karyawan dalam hal pemahaman,
keStandar Operasional Proseduransantunan, dan kepandaian meyakinkan
masyarakat agar terus menaruh kepercayaan kepada institusi publik tersebut.
Ada beberapa komponen dimensi ini, antara lain komunikasi, kredibilitas,
keamanan, kompetensi, dan Standar Operasional Proseduran santun. Dengan
demikian, dalam dimensi ini akan dapat menunjukkan kualitas layanan yang
bebas dari bahaya risiko atau keraguan masyarakat, yang pada akhirnya akan
membentuk sebuah kepastian pada masyarakat.

. Empati (empathy) adalah pemahaman yang lebih mendalam terhadap apa saja
yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Melalui dimensi ini,
kepedulian institusi publik akan tampak dan menunjukkan kepada masyarakat
melalui layanan yang diberikan bahwa masyarakat itu spesial, dan kebutuhan

masyarakat dapat dipahami.
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2.2.2 Kinerja Pelayanan Publik

Setiap manajemen tentu menginginkan organisai memiliki Kinerja yang
optimal karena kinerja organisasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur tingkat
keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya organisasi. Menurut
Gortner (1987) kinerja organisasi adalah kemampuan yang berguna mencapai
tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif.
Purwanto (2010:328) menjelaskan pengertian kinerja organisasi sebagai
keberhasilan organisasi secara keseluruhan dalam mencapai sasaran-sasaran
strategik yang telah ditetapkan melalui inisiatif strategik pilihan.

Pengertian lain mengenai kinerja organisasi dikemukakan Rumanti
(2005:178) sebagai suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi
dalam menjalankan misi yang dimilikinya, yang dapat diukur dari tingkat
produktivitas (prosedur pelayanan), layanan (waktu), responsibilitas, dan
akuntabilitas (hasil layanan yang dirasakan masyarakat), yang mana ukuran-
ukuran ini akan diterapkan pada pengukuran Kinerja organisasi yang akan dicapai.
Supandi (2014:4) menjelaskan kinerja organisasi sebagai kemampuan organisasi
untuk meraih tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif
dan menggambarkan seberapa jauh suatu organisasi mencapai hasilnya setelah
dibandingkan dengan kinerja terdahulu (previous performance) dan Kkinerja
organisasi lain (benchmarking), serta sampai seberapa jauh meraih tujuan dan
target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas dapat

disimpulkan bahwa kinerja organisasi adalah suatu kemampuan organisasi dalam
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mencapai tujuan atau sasaran selama periode waktu tertentu dengan menggunakan

sumber daya secara efisien dan efektif.

2.2.3 Pengukuran Kinerja Organisasi

Salah satu aspek penting dari pengukuran kinerja organisasi adalah sebagai
dasar untuk melakukan pengambilan keputusan dan mengevaluasi Kinerja
manajemen serta unit-unit terkait di lingkungan organisasi organisasi, sehingga
memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan keberhasilan organisasi dalam
mencapai sasarannya. Yuana (2015:6) menjelaskan pengukuran kinerja adalah
suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran
dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa,
termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan
organisasi, serta kegiatannya mengumpulkan data dan informasi yang relevan
dengan sasaran-sasaran atau tujuan program evaluasi.

Menurut Supandi (2014:7) pengukuran kinerja memiliki sasaran
implementasi strategi. Dalam menetapkan pengukuran kinerja, manajemen puncak
memilih serangkaian ukuran-ukuran yang menunjukkan strategi organisasi.
Ukuran-ukuran tersebut dapat dilihat sebagai faktor kesuksesan kritis saat ini dan
masa depan, sehingga jika ada perbaikan faktor-faktornya, maka organisasi telah
menerapkan strateginya. Kesuksesan suatu strategi tergantung pada strategi itu
sendiri. Metode pengukuran Kinerja secara ringkas merupakan mekanisme
perbaikan lingkungan organisasi agar berhasil dalam menerapkan strategi

organisasi.
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Menurut Sunyoto (2012) metode pengukuran kinerja yang baik adalah
sekumpulan ukuran kinerja yang menyediakan organisasi dengan informasi yang
berguna, sehingga membantu mengelola, mengontrol, merencanakan, dan
melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Organisasi yang
dapat mengukur Kinerjanya diharapkan mampu bertahan dan mengikuti
persaingan dan perkembangan yang ada.

Sunyoto (2012) mengemukakan ada tiga metode yang dapat digunakan
organisasi dalam mengukur Kinerjanya, yaitu:

1. Fully integrated merupakan metode pengukuran kinerja yang paling baik
(advanced) karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Metode full
integrated mampu menjelaskan hubungan kausal yang melintasi
organisasi. Kebutuhan dari seluruh pihak-pihak yang berkepentingan
(stakeholders) dipertimbangkan. Database dan sistem pelaporan harus
terintegrasi satu dengan yang lainnya.

2. Balanced adalah metode yang mampu melihat kinerja dari pandangan
yang multidimensi. Metode balanced mendukung inovasi dan
pembelajaran. Tujuan dari metode balanced berorientasi perbaikan
dibandingkan dengan pengawasan.

3. Mostly financial merepresentasikan metode pengukuran kinerja yang
berbasiskan pengukuran kinerja tradisional dan produktivitas pekerja.
Metode mostly financial berorientasi pada profit dan berdasarkan efisiensi

biaya serta hasilnya berorientasi jangka pendek.
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Menurut Thoha (2003:31) terdapat tiga ukuran yang dapat digunakan
untuk mengukur kinerja secara kuantitatif :

1. Ukuran kriteria tunggal (single criteria)
Ukuran Kriteria tunggal adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan
satu ukuran dalam menilai kinerja.

2. Ukuran kriteria beragam (multiple criteria)
Ukuran kriteria beragam adalah ukuran kinerja yang menggunakan
berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja sebuah organisasi. Kriteria
beragam merupakan cara untuk mengatasi kelemahan kriteria tunggal
dalam pengukuran kinerja.

3. Ukuran kriteria gabungan (composite criteria)
Ukuran kriteria gabungan adalah ukuran kinerja yang menggunakan
berbagai macam ukuran, memperhitungkan bobot masing-masing ukuran

dan menghitung rata ratanya sebagai ukuran menyeluruh kinerja organisasi

2.2.3.1 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Organisasi
Tujuan pengukuran kinerja organisasi menurut Santoso (2007:74) adalah
sebagai berikut:
1. Untuk memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang
digunakan untuk pencapaian prestasi.
2. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antara

skema kerja dan pelaksanaannya.
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4. Untuk memberikan penghargaan maupun hukuman yang objektif atas
prestasi pelaksanaan yang telah diukur, sesuai dengan metode pengukuran
yang telah disepakati.

5. Menjadikannya sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan
dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.

6. Mengidentifikasi apakah kepuasan masyarakat sudah terpenuhi.

7. Membantu proses kegiatan organisasi.

8. Untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secra
objektif.

9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.

10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Manfaat dari pengukuran kinerja organisasi menurut Purwanto (2010)
terdiri dari:

1. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi.

2. Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis.

3. Merencanakan, menetapkan sasaran dan menyelaraskan berbagai inisiatif
strategis.

4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis.

Novita Sari (2010:68) berpendapat bahwa manfaat pengukuran kinerja
organisasi sebagai berikut:

1. Menelusuri harapan masyarakat sehingga akan membawa organisasi lebih
dekat pada masyarakat dan membuat seluruh orang dalam organisasi

terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada masyarakat.
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2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata
rantai penonton dan pembuat program.

3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya
pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of waste).

4. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih
konkrit sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.

5. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan

memberi reward atas perilaku yang diharapkan itu.

2.2.3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pelayanan
Faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap tingkat
pencapaian kinerja organisasi menurut Gortner et al (1987:180) sebagai berikut:
1. Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan
untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi.
2. Kaualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.
3. Kaualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan
ruangan dan kebersihan.
4. Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada
dalam organisasi
5. Kepemimpinan sebagai upaya mengendalikan karyawan organisasi.
6. Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi,

imbalan dan lain-lainnya
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi menurut Tangkilisan
lebih menekankan pada faktor dari dalam organisasi (faktor internal). Pendapat
berbeda dikemukakan oleh Hersey et al (2004) yang menekankan pada faktor
eksternal diantaranya kebijakan pemerintah, kekuatan hukum dan politik,
teknologi, sumber daya, pesaing, selera masyarakat dan pengelolaan organisasi.
Lingkungan bisnis eksternal merupakan lingkungan yang berada di luar
organisasi, namun dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis.
Lingkungan bisnis (business environment), dapat dibedakan atas lingkungan

eksternal dan lingkungan internal.

2.3 Indikator Standar Pelayanan Publik

Beberapa karakteristik pelayanan publik yang dinilai dalam pengukuran
IKM sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
KEP/25/M.PAN/2/2004 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur dapat diidentifikasi indikator

pengukuran terhadap pelayanan publik sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang
memberikan  pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan

tanggungjawabnya).
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Kedisiplinan petugas pelayanan, vyaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggungjawab petugas pelayanan, vyaitu kejelasan wewenang dan
tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan
petugas yang dimiliki petugas dalam memberikan / menyelesaikan pelayanan
kepada masyarakat.

Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam
waktu yang telah ditentukan oleh unit penye-lenggara pelayanan.

Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak
membedakan golongan / status masyarakat yang dilayani.

Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta
saling menghargai dan menghormati.

Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap
besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayananan.

Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan
dengan biaya yang ditetapkan.

Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
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13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang
bersih, rapi, dan teratur, sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada
penerima pelayanan.

14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana Yyang digunakan, sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-
resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

15. Penanganan pengaduan, yaitu menyangkut kecepatan penanganan yang
dilakukan penyelenggara pelayanan jika terdapat pengaduan yang datang dari
masyarakat atau para pelanggan.

16. Prasarana dan dan Sarana, berkenaan dengan Prasarana dan Sarana yang
telah dimiliki yang dijadikan sampel,dalam mberikan layanan kepada

masyarakat atau para pelanggan

2.4 Interpretasi atau Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian teori dan kajian di atas diketahui bahwa analisa
interpretasi atau hipotesis penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja
pelayanan publik terutama pelayanan Pasien Rawat Inap Di Puskesmas Sedati
Sidoarjo. Interpretasi Penelitian atau hipotesis penelitian menduga ada
perbedaan yang cukup jauh antara kinerja pelayanan kesehatan masyarakat
dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/25/M.PAN/2/2004 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur.
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